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KATA PENGANTAR

Pencantuman asas bantuan hukum dalam Konstitusi (UUD 1945)
merupakan konsekuensi logis dari prinsip negara hukum yang dianut
oleh Indonesia. Prinsip demikian mengandung arti bahwa Indonesia
ialah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD
1945. Negara Indonesia juga menjunjung tinggi hak asasi manusia
dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di
dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjuniung tinggi
hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Oleh
karenanya, asas bantuan hukum menjadi sangat esensial dan tegas,
ketika suatu negara menyebut dirinya sebagai negara hukum.

Mengenai bantuan hukum, hal ini tertuang dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yaitu
“Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan
memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk
melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.” Asas bantuan
hukum tersebut berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap
keluhuran harkat serta martabat manusia, atau apa yang disebut
dengan hak-hak asasi manusia. Tidak terkecuali bagi masyarakat
kurang mampu, mereka berhak memperjuangkan hak asasinya dengan
melakukan pembelaan dengan mendapatkan bantuan hukum.

Buku ini menjabarkan berbagai hal mengenai pengaturan
bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mampu di
Indonesia. Tujuan dari penulisan buku ini, antara lain: (1)
menganalisis dan menemukan pengaturan bantuan hukum dalam
perkara pidana sebagai upaya memenuhi hak tersangka atau terdakwa
yang tidak mampu; dan (2) menganalisis dan menemukan konsep
pemberian bantuan hukum dalam perkara pidana oleh Advokat bagi
tersangka atau terdakwa yang tidak mampu.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada penerbit yang
telah membantu penerbitan buku ini. Penulis juga mengharapkan
kritik dan saran pembaca demi perbaikan penulisan buku selanjutnya.



Penerbit mengucapkan terima kasih kepada penulis yang
telah mempercayakan penerbitan buku ini kepada kami. Kami
menyadari bahwa dalam penerbitan buku ini masih terdapat banyak
kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari para pembaca kami
harapkan demi perbaikan penerbitan buku selanjutnya. Semoga buku
ini bermanfaat bagi para pembaca dan menginspirasi penulis lainnya
untuk 1kut berpatisipasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Salam sukses dan luar biasa.

Penerbit
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